
 

GUBERNUR SUMATERA BARAT 
 

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT 

 NOMOR 9 TAHUN 2020 

 
 TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 77 TAHUN 2016 

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, 

SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR SUMATERA BARAT, 

 

Menimbang  : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditetapkan untuk 

memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah 

agar lebih independen dan obyektif dalam rangka 

mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 

bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; 

b. bahwa Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Inspektorat Daerah yang telah ditetapkan dengan 

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 

2016 sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 2019, sehingga perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan 

Gubernur Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Inspektorat Daerah; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang   Nomor   61 Tahun 1958 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 

1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra 

Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai 



Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1646); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

5. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2017  tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran 

Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat 



Nomor 128), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi 

Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera 

Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);  

7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita 

Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 77); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 77 TAHUN 2016 

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS 

DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 

2016 Nomor 77), diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan angka (8) diubah, diantara angka 7 dan angka 8 Pasal 1 

disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 7A, sehingga Pasal 1 berbunyi 

sebagai berikut : 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan  : 

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat. 



6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera 

Barat. 

7. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

7A. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada 

Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah 

provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. 

8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 

keahlian dan keterampilan tertentu.  

 

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 3 

(1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah sebagai berikut: 

a. Inspektur; 

b. Sekretariat membawahi : 

1) Sub Bagian Perencanaan; 

2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan 

3) Sub Bagian Administrasi dan Umum. 

c. Inspektur Pembantu I; 

d. Inspektur Pembantu II; 

e. Inspektur Pembantu III; 

f. Inspektur Pembantu IV; 

g. Inspektur Pembantu V; dan 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 

 

 

 

 



3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 4 

(1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membina dan mengawasi 

pelaksanaan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan Daerah 

dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), Inspektorat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi 

pengawasan; 

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan 

melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan 

pengawasan lainnya; 

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan 

dari Gubernur dan/atau Menteri; 

d. penyusunan laporan hasil pengawasan; 

e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; 

f. pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi; 

g. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota; 

h. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi;dan 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait 

dengan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A, 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 4A 

(1) Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pelaksanaan 

tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam 

rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah. 

 

 



5. Ketentuan ayat (2) Pasal 5  diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :  

Pasal 5 

(1) Inspektur memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 

(2) Rincian tugas pokok dan fungsi Inspektur sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) sebagai berikut : 

a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi Inspektorat Daerah; 

b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis sesuai dengan 

kebijakan umum Pemerintah Daerah; 

c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan 

tugas atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang 

Pengawasan; 

d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana 

pembangunan Inspektorat Daerah; 

e. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

program, kesekretariatan, Inspektur Pembantu I, Inspektur 

Pembantu II, Inspektur Pembantu III, Inspektur Pembantu IV, 

Inspektur Pembantu V;  

f. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi 

pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran 

pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah; 

g. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, 

LAKIP, LKPJ, EKPPD dan LPPD serta pelaksanaan tugas-tugas 

teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi Inspektur 

Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, 

Inspektur Pembantu IV, Inspektur Pembantu V; 

h. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan 

reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik di lingkungan Inspektorat 

Daerah; 

i. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis Inspektorat Daerah; 

j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan 

dengan kebijakan di bidang pengawasan; 

k. menyelenggarakan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan 

tugas dan fungsi di bidang pengawasan berdasarkan program kerja 

yang ditetapkan; dan 

l. melaksanakan tugas pembantuan dan fungsi lainnya di bidang 

pengawasan yang diberikan oleh Gubernur. 



Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  

Peraturan  Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Provinsi Sumatera Barat. 

 

Ditetapkan di  Padang 

pada tanggal 28 Februari 2020               

  GUBERNUR SUMATERA BARAT, 

                                                                                 

   Ttd 

 

                                                                               IRWAN PRAYITNO 

 

 

Diundangkan di Padang 

pada tanggal 28 Februari 2020                              

     SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI SUMATERA BARAT, 

   

Ttd 

 

                  ALWIS 

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN  PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT 

                   NOMOR 9 TAHUN 220 

                   TENTANG :  PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR  

77 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  

KERJA INSPEKTORAT DAERAH 

 

GUBERNUR SUMATERA BARAT, 

                                                                       

                                                                     Ttd 

 

                                                                          IRWAN PRAYITNO

INSPEKTUR 

INSPEKTUR 
PEMBANTU I

INSPEKTUR
PEMBANTU II

INSPEKTUR 
PEMBANTU III

INSPEKTUR 
PEMBANTU IV

INSPEKTUR 
PEMBANTU V

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN 
PERENCANAAN 

SUB BAGIAN 
EVALUASI DAN 

PELAPORAN

SUB BAGIAN 
ADMINISTRASI 

DAN UMUM



 

 
 

 


